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ABSTRAK 

 

Properti yang sedang lesu semakin parah saat ini terjadi penurunan secara signifikan omset 

dan volume penjualan atau serapan pasar atas produk properti yang dijual. Hal itu jelas akan 

berdampak pada menurunnya kemampuan membayar pengembang perumahan atas 

kewajiban membayar utang. Pengembang yang tidak mampu memenuhi kewajiban 

finansialnya dapat dinyatakan pailit. Dalam situasi ini, aset pengembang, termasuk rumah 

yang belum diserahkan kepada pembeli, akan masuk dalam massa pailit. Ini menimbulkan 

risiko bagi pembeli yang telah melakukan pembayaran. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

membahas Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Pembelian Rumah Pengembang 

(Developer) Perumahan Yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan No. 441 K/Pdt. Sus-

Pailit/2024 Jo No. 57/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/Pn.Niaga.Sby) dengan metode 

penelitan yang dilaksanakan adalah penelitian yuridis normatif atau disebut juga analisis 

hukum, yakni penelitian yang dilakukan dengan menganalisa kaidah-kaidah hukum yang 

berlaku (Legal Research)  dan hasil dari penelitian Kaitanya dengan hirarki atas perudangan 

Sema drajatnya jauh lebih rendah dibanding undang-undang, sehingga sepatutnya penetapan 

Nomor : 76/PDT.SUS-PAILIT/2024/PN.NIAGA.SBY. tanggal 23 Juli 2023 seharusnya 

ditolak dan No. 57/Pdt.Sus-Gugatan Lain- Lain/2023/Pn.Niaga.Sby juga seharusnya di tolak 

tanpa mengabulkan sebagian dari petitum penggugat  dan Seharusnya kaitannya dengan 

pencoretan budel pailit Perumahan The Sun Village Damarsi Blok B-44 (blok B-20) sesuai 

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) Nomor 12101509301200 Kel. Damarsi Kec. 

Buduran Kab. Sidoarjo tetap harus dijadikan asset budel pailit untuk dilelang kemudian 

dibagikan kepada kreditor lainnya . 

Kata Kunci : Kepailitan, Perlindungan Hukum, Kreditor  
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ABSTRACT 

 

The sluggish property situation is getting worse now that there is a significant decline in 

turnover and sales volume or market absorption of the property products being sold. This will 

clearly have an impact on reducing the ability to pay housing developers for their debt 

obligations. Developers who are unable to meet their financial obligations may be declared 

bankrupt. In this situation, the developer's assets, including houses that have not been handed 

over to buyers, will be included in the bankruptcy process. This poses a risk for buyers who 

have already made payments. Therefore, the researcher is interested in discussing legal 

protection for creditors for purchasing housing from housing developers who are declared 

bankrupt (Decision Study No. 441 K/Pdt. Sus-Pailit/2024 Jo No. 57/Pdt.Sus-Gugatan Lain-

Lain/2023/Pn.Niaga.Sby) with the research method carried out being normative juridical 

research or also called legal analysis, namely research conducted carried out by analyzing the 

applicable legal rules (Legal Research) and the results of research relating to the hierarchy of 

laws. The level is much lower than the law, so it is appropriate to determine Number: 

76/PDT.SUS-PAILIT/2024/PN.NIAGA.SBY. dated July 23, 2023 should be rejected and No. 

57/Pdt.Sus-Other Lawsuits/2023/Pn.Niaga.Sby should also be rejected without granting part 

of the plaintiff's petitum and should be related to the writing off of the bankruptcy plan for 

The Sun Village Damarsi Housing Block B-44 (block B-20) according to the Building Use 

Rights Certificate (SGHB) Number 12101509301200 Ex. Damarsi District. Buduran District. 

Sidoarjo must still be made into a bankruptcy estate asset to be auctioned off and then 

distributed to other creditors. 

Keywords : Bankruptcy, Legal Protection, Creditors 


